
Ribuan Rp.

Pos
Nominal Dalam Ribuan Rupiah

L DPK KL D M Jumlah

KAP DAN RASIO

Penempatan pada bank lain 3,714,410 0 0 3,714,410

KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Kepada BPR 0 0 0 0 0 0

b. Kepada Bank Umum 0 0 0 0 0 0

c. Kepada non bank – pihak terkait 50,100 0 0 0 0 50,100

d. Kepada non bank – pihak tidak terkait 11,295,396 3,150,745 239,376 650,000 1,939,275 17,274,792

Jumlah Aset Produktif 15,059,906 3,150,745 239,376 650,000 1,939,275 21,039,302

RASIO – RASIO %

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 43.38

b. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) 100.65

c. Non Performing Loan (NPL) Neto 15.27

d. Non Performing Loan (NPL) Gross 16.33

e. Return on Assets (ROA) (0.46)

f. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 103.31

g. Net Interest Margin (NIM) 9.60

h. Loan to Deposit Ratio (LDR) 85.39

i. Cash Ratio 16.28

Hal:  1/ 24/30/2024 1:38:49 PM

600057 - PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Kualitas Aset Produktif

JL. KARTINI BY PASS  KALTEN

31 Maret 2024

Provinsi Jawa Tengah

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN



1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 M wajib diaudit oleh Akuntan Publik

2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp10 M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik

3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan ketentuan pelaksanaan atas 
POJK dimaksud.

4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR

5. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

6. Perhitungan rasio keuangan antara lain ROA, BOPO, LDR, dan CR dilakukan sesuai dengan ketentuan terkini dan berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2023.

Hal:  2/ 24/30/2024 1:38:49 PM
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